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guh mengambil kebijakan yang membu-
at orang takut untuk tidak membayar
pajak kendaraanbermotor.

Seharusnya, ada kebijakan membuat
efek jera. Selama ini, mungkin kita be-
lum terlalu memperhatikan soal penum-
pukan penunggakan pajak kendaraan
bermotor tersebut.

Saya kira apa yang dilakukan seka-
rang ini pengulangan dari yang sudah-
sudah dari sebelumnya seperti pengha-
pusan denda. Dulu pun sudah pernah
dilakukan juga. Kemudian razia. Namun
ada pemilik-yang menyembunyikan ken-
daraannya karena tahu musim razia.

Saya melihat sekarang era digitalisasi
tidak bisakan kita memindahkan seluruh
data pemilik kendaraan bermotor itu da-
lam satu file menggunakan konsep digi-*

-tal. Sehmgga setiap kendaraan bermotor
terhubung dengan nomor handpone pe-
miliknya sehingga menjelang jatuh tempo
-PKB-nya ada peringatan kepada yang ber-
sangkutan. Bisa melalui WhatsApp da-
lam tiga bulan ke depan.

Banyak juga orang yang mau memba-
yar tapi juga lalai. Sekalian dengan per-
ingatan itu bisa disampaikan ancam-
annya kalau tidak dibayar akan ada
berdasarkan perda nomor sekaian kah
untuk memberi tahu resikonya. Itu kita

‘gnembua_t konsep digitalnya untuk me-
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MENURUT saya tunggakan
Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) di Kalbar yang menca-
pai Rp“950 miliar lebih sa-
ngat tinggi sekali. Tapi tentu
ini bukan kesalahan seka-
rang, sudah menumpuk dari
dulu. Berarti kita memang
_belum pernah sungguh-sung-
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mudahkan orang wajib pajak itu untuk
membayar . ¢

 Kemudian untuk mempermudah
orang waijib pajak tidak perlu datang.

- Jadi orang yang sudah ada mobile

banking, SMS Bankirig, ATM atau Bank
jadi bisa bayar lewat itu untuk memi- _
dahkan. Kalau itu semua sudah dilaku-
kan masih bandel juga kita bisa ambil
tindakan keras.

Pajak itu memang boleh dilakukan upa-
ya paksa. Itulah penngertian pajak, kalau

tidak membayar anda dapat dikenakan - -

sanksi. Pemerintah mempunyai kewe-
nangan untuk memaksa. Itulah pajak. Se-
lama ini, saya kawatir itu tidak'dilakukan
sehingga orang santai saja yang bayar
dan yang tak bayar sama saja.

- Saya memperhatikan, banyak sekah .
pelat orang tidak bayar pajak padahal pa-
kai mobil dan bukan orang miskin. Itusi
boleh saja, namanya juga stategi. Sama
juga ketika pemeritah pada 2016 mela-
kukan penghapusan denda pajak. ltu mi-
rip-mirip dan realisasi yang didapatkan’
hampir sama dengan yang ditargetkan.

Semua yang dilakukan Bapenda ma-
suk dalam kebiasaan di negara lain. Itu
oke, tetapi itu tidak mengubah kebiasa-
an pembayar pajak kita dan tidak akan
mengurangi penunggakan yang besar.

Sambungan Hal.1

an pajak PKB sangat besar sehingga ha-
rus ada upaya besar dengan perubahan
sistem yang selama ini masih mengguna-
kan sistem manual berpindah ke sistem
digital dan  memberikan peringatan mela-
lui digital pada wajib pajak.

Orang diingatkan terus menerus bah-
wa dia tinggal berapa bulan lagi sete-

~ lah itu baru diberikan sanksi yang berat

yang menyebabkan orang jera. Selama
ini orang berani karena pemerintah ti-
dak tegas.

Saya kira jalan yang ada di Kalbar
-akan digunakan untuk kepentingan eko-
nomi dan sosial dan kita semua harus
wajib pajak kalau kita tidak wajib pajak
gagairﬁana pemerintah bisa memperba-
iki infrastruktur jalan, jembatan, irigasi

- dan lainnya.

Jadi sebagal'warga negara wajib un-

" tuk membayar pajak. Kalau kata wajib

tidak dilakukan, maka berdosa. Kalau
tidak dilakukan bisa dikenakan sanki
hukum dan kesadaran itu penting. Me-
nurut saya dan saya selalu berusaha
tepat waktu bayar pajak.

Harus wajib bayar pajak karena pe-
merintah mendapatkan penghasuan
dari pajak itu untuk membangun. Kalau

~ kita tidak bayar pajak jangan marah ka-!
. lau pemerintah tidak mampu menyedia-

Perlu diketahui, Rp 904 miliar tunggak— ; kan kebutuhan kita. (ang)
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